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SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG :

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

Menimbang

DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA SUKABUMI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil perlu
diubah dan disesuaikan kembali dengan peraturan
perundang-undangan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk adanya kepastian
hukum dalam pemungutan Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil di Kota Sukabumi, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;



Mengingat

1.

0.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang........




10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

14. Peraturan..........



14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan
Memperoleh  Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4676);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

20. Peraturan.......
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun
2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di
Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2000 Nomor 10 Seri D-10);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

27. Peraturan.......
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27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun
2009  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan ~ Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor
18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI

dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan.........
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11.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang
membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan
catatan sipil.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi
pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WINI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai WNI.

Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan, dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.
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13.

14.

15.
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Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah nomor identitas kependudukan yang bersifat
unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga yang selanjut disingkat KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Sukabumi yang berlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik
mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang
bertanggung jawab terhadap keluarga;

Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau

c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-
lain dimana beberapa orang bertempat tinggal
bersama-sama.

Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin
termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek,
nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi
tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah.

Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran
sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran
penduduk yang meliputi Surat Keterangan Pindah/Pindah
Datang,  Surat  Keterangan  Tinggal  Sementara
(SKTS)/Kartu Penduduk Sementara, Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT)/Kartu Keterangan Bertempat
Tinggal, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan
pendaftaran penduduk orang asing tinggal sementara
menjadi tinggal tetap.

18. Kutipan........
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24.
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Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari
akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada
Penduduk.

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan
akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya, yang
dapat diterbitkan oleh Dinas karena kutipan akta
pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan
dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh
Dinas setelah adanya pelaporan pencatatan baik tepat
waktu maupun terlambat melaporkan pencatatannya.

Akta Perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh
Dinas bagi warga non muslim setelah mereka
melaksanakan perkawinan secara agama.

Akta Perceraian adalah akta yang dikeluarkan oleh
Dinas setelah memperoleh penetapan Hakim
Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh
Dinas berdasarkan tempat terjadinya peristiwa itu
bukan di tempat tinggal yang bersangkutan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungutan atau pemotong retribusi
tertentu.



26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan peraturan perundang
undangan Retribusi.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
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BABII
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi
atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

a.

b.

Kartu Tanda Penduduk;

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)/Kartu
Keterangan Bertempat Tinggal;

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)/Kartu
Penduduk Sementara;

Kartu Identitas Penduduk Musiman;

Kartu Keluarga; dan

Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan,
Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan
Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing
dan Akta Kematian.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan di
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang
diberikan terhadap :

a. penduduk tidak mampu dengan menunjukkan

surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT dan
Ketua RW yang diketahui oleh Lurah dan/atau
mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) atau kartu yang dipersamakan dengan
itu;

b. pengungsi........
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b. pengungsi dan korban bencana di Daerah dapat
diberikan surat keterangan pengganti Dokumen
Kependudukan;

c. Penduduk WNI yang berusia di atas 60 (enam
puluh) tahun untuk pembuatan KTP; dan

d. Penduduk yang mengalami perubahan alamat
akibat  terjadinya  pemekaran/penggabungan
wilayah atau pembangunan, Pemerintah Daerah
melalui Dinas melakukan penerbitan perubahan
alamat dalam KK dan KTP dengan memberi
kemudahan kepada Penduduk.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menerima
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Wajib Retribusi.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan

penerbitan  dokumen penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan penerbitan akta pencatatan sipil.
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BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR
DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada tujuan untuk
menutup biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan dan penggantian biaya cetak kartu tanda
penduduk dan akta catatan sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) wajib membayar tarif Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP):
a) WNIsebesar .........cccceuueeee. Rp. 35.000,00
b) WNA sebesar ........ccccccerenennee Rp. 60.000,00

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengganti yang
hilang/rusak/tidak dapat dipergunakan:
a) WNI sebesar ........cccoueneeee. Rp. 70.000,00
b) WNA sebesar ........ccccoueuue. Rp.120.000,00
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Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT)/Kartu Keterangan Bertempat
Tinggal sebesar ..........ccccoouviiiiniinencane. Rp. 60.000,00

Surat Keterangan Tinggal Sementara
(SKTS)/Kartu Penduduk Sementara
SEDESAT.....eeeieeeieeeeeee e Rp. 20.000,00

Kartu Identitas Penduduk Musiman Rp. 0,00
Kartu Keluarga (KK):

a) WNI sebesar ........ccccccrvrrereenencne Rp. 10.000,00
b) WNA sebesar .......ccccecvrvereuenenne Rp. 30.000,00

b. Biaya Cetak Akta Catatan Sipil:

1.

Kutipan Akta Perkawinan:

a) WNI Suami/Isteri (1 set)

- di dalam kantor sebesar ............. Rp. 100.000,00

- di luar kantor sebesar ................. Rp. 200.000,00
b) WNA Suami/Isteri (1 set)

- di dalam kantor sebesar ............. Rp. 300.000,00

- di luar kantor sebesar ................. Rp. 400.000,00
Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :
a) WNI Suami/Isteri (1 set) ......ccoeunee. Rp. 100.000,00
b) WNA Suami/Isteri (1 set) ............... Rp. 300.000,00
Kutipan Akta Perceraian:
a) WNI Suami/Isteri (1 set) ......c.oue.e..e. Rp. 150.000,00
b) WNA Suami/Isteri (1 set) ............... Rp. 300.000,00
Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya:
a) WNI Suami/Isteri (1 set) .......coueeeee. Rp. 150.000,00
b) WNA Suami/Isteri (1 set) ................ Rp. 300.000,00

5. Pengesahan.........
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Pengesahan Anak:

a) WNIsebesar .......ccocoveeueincninnnee Rp. 100.000,00

b) WNA sebesar ........ccccccervererereenne. Rp. 200.000,00

Kutipan Akta Pengakuan Anak:

a) WNIsebesar .......ccccoveeveincninnnne Rp. 100.000,00

b) WNA sebesar ........cccccovereereurnunnee. Rp. 200.000,00

Kutipan Akta Perbaikan dan Perubahan/Ganti Nama

WNA sebesar ........ccccooevivicinnccnne Rp. 30.000,00

Kutipan Akta Kematian:

a) WNIsebesar ........cccoveerecinccnunnnee Rp. 25.000,00

b) WNA sebesar .......ccccovecuicicennnne Rp. 50.000,00

Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya:

a) WNIsebesar ........ccooveereenncnuennee Rp. 25.000,00

b) WNA sebesar .........cccccovrerererccnenn. Rp. 50.000,00
Pasal 9

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi diberikan.
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BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas dengan

menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan.

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau STRD pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian dan kriteria masyarakat penerima
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan
di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang
dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib  Retribusi atau bukan karena
kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang
tidak benar.

(4) Permohonan........
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan
yang jelas.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 16

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Pasal 17

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan..........
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Kepala Daerah.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 18

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian  kelebihan  pembayaran  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila.........
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian ~ pembayaran  Retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian  kelebihan  pembayaran  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah.

(2) Kedaluwarsa..........
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Kedaluwarsa  penagihan  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran;
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung atau tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

Pengakuan  utang  Retribusi  secara  langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan
besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam........
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(3) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik.........
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(1) Wajib  Retribusi  yang  tidak  melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dan tidak membayar denda Sanksi Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1)
merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf a angka 1 dan angka 2, berlaku terhitung mulai

tanggal 1 Mei 2012.
Pasal.........
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Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009)
dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA SUKABUM]I,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA SUKABUM]I,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
Q
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